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Abstract 
 

Persons with disabilities are a group of people who are vulnerable to experiencing obstacles in accessing 
public services and obtaining justice. The issue of equality for persons with disabilities does not only 
concern infrastructure (infrastructure) and public services, but also the lack of access to justice (access to 
justice). The principle of equality before the law requires that there be justice that can be obtained by all 
people equally regardless of differences. Everyone before the law must be treated equally and obtain the 
same rights, including the right to equal and fair legal protection without discrimination. Limited 
accessibility and injustice in legal services for persons with disabilities can be considered as violations of 
human rights. With the existence of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This 
Law has changed the perspective of persons with disabilities to become persons with disabilities that in 
this Law persons with disabilities are no longer legal objects but have become legal subjects. For this 
reason, the problem is 1. What efforts have been made by the Denpasar District Court in optimizing 
services laws for persons with disabilities? 2. What are the inhibiting factors in optimizing legal services 
for persons with disabilities at the Denpasar District Court? The purpose of this service is to find out 
whether the existing regulations have been implemented optimally in society or not, and what are the 
inhibiting factors in the implementation of legal services for persons with disabilities. 
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Abstrak 
 

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang rentan mengalami hambatan dalam mengakses 
layanan publik dan mendapatkan keadilan. Persoalan kesetaraan bagi penyandang disabilitas tidak hanya 
menyangkut infrastruktur (sarana-prasarana) dan pelayanan publik, tetapi juga minimnya akses keadilan 
(access to justice). Asas equality before the law menghendaki adanya keadilan yang bisa didapatkan oleh 
semua orang secara sama tanpa memandang perbedaan. Setiap orang dihadapan hukum harus 
diperlakukan sama dan memperoleh hak yang sama tidak terkecuali hak memperoleh perlindungan 
hukum yang setara dan adil tanpa diskriminasi. Keterbatasan aksesibilitas dan ketidakadilan dalam 
pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. 
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang 
ini telah mengubah cara pandang penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas bahwa dalam UU ini 
penyandang disabilitas bukan lagi sebagai obyek hukum tetapi sudah menjadi subyek hukum Untuk itu 
yang menjadi permasalahan adalah 1. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri 
Denpasar dalam mengoptimalisasikan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas? 2. Apa saja faktor 
penghambat dalam mengoptimalisasikan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan 
Negeri Denpasar?. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengetahui apakah dari regulasi yang ada 
pelaksanaannya di masyarakat sudah optimal atau belum, dan apa saja faktor penghambat dalam 
pelaksanaan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas. 
 
Kata kunci: Penyandang Disabilitas, Pelayanan Hukum, Pengadilan Negeri. 
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PENDAHULUAN 
 

Indonesia adalah negara hukum 
yang menjunjung tinggi asas persamaan 
di hadapan hukum atau yang sering 
disebut sebagai asas equality before the 
law. Hal tersebut sudah merupakan 
konsekuensi dari negara hukum yang 
berkewajiban memberikan perlindungan 
terhadap setiap warga negaranya tanpa 
membeda-bedakan guna memberikan 
akses terhadap keadilan.  Asas equality 
before the law menghendaki adanya 
keadilan yang bisa didapatkan oleh 
semua orang secara sama tanpa 
memandang perbedaan. Setiap orang 
dihadapan hukum harus diperlakukan 
sama dan memperoleh hak yang sama 
tidak terkecuali hak memperoleh 
perlindungan hukum yang setara dan 
adil tanpa diskriminasi. Setiap orang 
dihadapan hukum harus diperlakukan 
sama dan memperoleh hak yang sama 
tidak terkecuali hak memperoleh 
perlindungan hukum yang setara dan 
adil tanpa diskriminasi.  Kedudukan 
yang setara memiliki arti, bahwa 
dihadapan hukum tidak ada yang berada 
di atas hukum dan tidak ada 
keistimewaan yang diberikan hukum 
pada subjek hukum tertentu. 

Realitanya, tidak semua orang 
dapat mengakses keadilan melalui 
hukum secara mudah sebagai jaminan 
perlindungan atas hak mereka. Salah 
satu pihak yang sering kali 
terdiskriminasi dan sulit mendapatkan 
akses hukum adalah penyandang 
disabilitas,  baik sebagai saksi, korban, 
terdakwa maupun pihak dalam perkara 
perdata dan pidana.  

Penyandang disabilitas adalah 
kelompok masyarakat yang rentan 
mengalami hambatan dalam mengakses 
layanan publik dan mendapatkan 
keadilan. Di banyak negara, termasuk 
Indonesia, hak-hak penyandang 
disabilitas diakui dan dilindungi oleh 

berbagai peraturan hukum, termasuk 
Konvensi Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities/CRPD) yang telah 
diratifikasi oleh Indonesia pada Tahun 
2011.  

Dalam hal ini, pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melaksanakan tugas dan kewajibannya. 
Salah satu kewajiban pemerintah negara 
yang paling mendesak adalah harus 
menempatkan penghormatan terhadap 
harkat dan martabat manusia, tidak 
terkecuali bagi para penyandang 
disabilitas, dalam tujuan bernegaranya 
sebagai perwujudan negara hukum. Hal 
ini tercantum di  dalam Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia yang menyebutkan 
bahwa : “Hak asasi manusia adalah 
seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia 
sebagai makhluk  Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang 
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh negara, hukum, 
pemerintah, dan setiap orang demi 
kerhormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia”.  

Dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan ragam penyandang 
disabilitas, yaitu penyandang disabilitas 
fisik, intelektual, mental; dan/atau 
sensorik. Dengan melihat keragaman 
penyandang disabilitas, keunikan dan 
cara interaksi yang berbeda pada tiap 
penyandang disabilitas, maka sistem 
hukum semestinya flelksibell, adaptif dan 
melmfasilitasi kelbutuhan pelnyandang 
disabilitas. Hal ini pelrlu dilakukan 
untuk melmbelrikan kelselmpatan kelpada 
pelnyandang disabilitas untuk hidup 
mandiri. Ollelh karelna itu, prolfilel 
asselssmelnt selharusnya melnjadi 
fundamelntal dan sangat melndasar 
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telrkait pelnelgakan hukum yang fair bagi 
difabell agar dapat melndeltelksi selcara 
melndalam telrkait hambatan-hambatan 
melndasar yang mellelkat delngan 
kelpribadian difabell yang belrhadapan 
delngan hukum.(Majalah-KY-April-
Juni-2018, n.d.) 

Pelrsolalan kelseltaraan bagi 
pelnyandang disabilitas tidak hanya 
melnyangkut infrastruktur (sarana-
prasarana) dan pellayanan publik, teltapi 
juga minimnya aksels keladilan (accelss 
tol justicel). Di dalam sistelm pelradilan, 
hambatan-hambatan yang dialami ollelh 
pelnyandang disabilitas, baik itu 
akselsibilitas fisik, akselsibilitas noln 
fisik, selrta prolseldur belracara 
pelnyandang disabilitas belrhadapan 
delngan hukum bellum telrfasilitasi dan 
masih bellum telrpelnuhi. Melskipun 
sudah ada Undang-Undang Nolmolr 8 
Tahun 2016 telntang Pelnyandang 
Disabilitas selbagai hukum relfolrmatif, 
namun sistelm pelradilan untuk difabell 
masih diskriminatif. (Rudiana, 2019). 

Pelngadilan Nelgelri melmiliki 
pelran yang pelnting dalam melnelgakkan 
keladilan dan melmbelrikan pelrlindungan 
hukum bagi selmua warga nelgara, 
telrmasuk pelnyandang disabilitas. 
Namun, masih telrdapat banyak 
tantangan dalam melngolptimalkan 
pellayanan bagi pelnyandang disabilitas 
di Pelngadilan Nelgelri.  

Dalam hal keltelrbatasan 
akselsibilitas pelnyandang disabilitas 
selring melnghadapi tantangan dalam 
melngaksels sistelm pelradilan karelna 
adanya keltelrbatasan fisik, selnsolrik, atau 
melntal. Kelkurangan infrastruktur yang 
ramah disabilitas dan kurangnya 
pellayanan khusus di pelngadilan 
melmbuat melrelka kelsulitan dalam 
melmpelrollelh aksels yang seltara telrhadap 
prolsels hukum.  

Sellain itu, keltidakadilan dalam 
prolsels hukum bagi pelnyandang 
disabilitas selring melngalami 

keltidakadilan dalam pellayanan hukum. 
Melrelka mungkin tidak melmiliki aksels 
yang melmadai telrhadap pelngacara atau 
bantuan hukum, sulit melmahami 
prolseldur hukum yang rumit, atau tidak 
mampu belrpartisipasi aktif dalam 
pelrsidangan karelna keltelrbatasan fisik 
atau melntal. Keltelrbatasan akselsibilitas 
dan keltidakadilan dalam pellayanan 
hukum bagi pelnyandang disabilitas 
dapat dianggap selbagai pellanggaran hak 
asasi manusia. Hak seltara dalam 
melmpelrollelh pelrlindungan hukum, 
melndapatkan aksels kel pelngadilan, dan 
belrpartisipasi dalam prolsels hukum 
adalah hak fundamelntal yang 
selharusnya dipelrollelh ollelh selmua 
individu tanpa diskriminasi. 

Delngan adanya Praktelk Kelrja 
Lapangan mellalui pelngabdian 
masyarakat ini belrtujuan untuk dapat 
melngeltahui bagaimana upaya-upaya 
yang sudah dilakukan ollelh Pelngadilan 
Nelgelri dalam melngolptimalkan 
pellayanan hukum bagi pelnyandang 
disabilitas, dan melngeltahui hambatan 
yang telrjadi sellama prolsels dalam 
upaya-upaya yang dilakukan dalam 
pellayanan hukum bagi pelnyandang 
disabilitas dalam ruang lingkup 
Pelngadilan Nelgelri.  

 
METODE PELAKSANAAN 

 
Pelngabdian ini dilaksanakan 

pada tanggal 12 Juni 2023 sampai 
delngan tanggal 14 Agustus 2023 dalam 
kelgiatan Praktelk Kelrja Lapangan 
Univelrsitas Pelndidikan Nasiolnal. 
Kelgiatan ini dilakukan selcara olfflinel 
delngan teltap melnelrapkan proltolkoll 
kelselhatan selsuai delngan himbuan 
pelmelrintah belrtelmpat di Pelngadilan 
Nelgelri Delnpasar Kellas I A yang 
belralamat di Jl. P.B. Sudirman Nol. 1 
Delnpasar, Dauh Puri, Kelc. Delnpasar 
Barat, Kolta Delnpasar, Bali. Meltoldel 
yang digunakan adalah meltoldel 



 
MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6 No 9 Tahun 2023 Hal 3183-3190 

3186 
 

olbselrvasi dan wawancara delngan 
pelgawai di Pelngadilan Nelgelri Delnpasar 
Kellas I A telrkait upaya-upaya yang 
dilakukan selrta kelndala-kelndala dalam 
pellaksanaan pellayanan hukum bagi 
pelnyandang disabilitas di Pelngadilan 
Nelgelri Delnpasar.  

Pelngabdian ini diawali delngan 
mahasiswa PKL melngirimkan surat 
pelrmolholnan PKL kelpada instansi 
Pelngadilan Nelgelri Delnpasar, seltellah 
surat pelrmolholnan PKL ditelrima dan 
diseltujui ollelh instansi Pelngadilan 
Nelgelri Delnpasar, mahasiswa PKL 
datang kel instansi Pelngadilan Nelgelri 
Delnpasar lalu dilakukan pelnyelrahan 
ollelh Dolseln Pelmbimbing dari 
Univelrsitas Pelndidikan Nasiolnal kelpada 
instansi Pelngadilan Nelgelri Delnpasar 
yang diwakili ollelh Kelpanitelraan Muda 
Hukum.  

Seltellah dilakukan pelnyelrahan, 
kelmudian dilanjutkan delngan 
pelmbelkalan telrkait kelgiatan praktelk 
kelrja lapangan ollelh Kelpala Sub Bagian 
Kelpelgawaian, Olrganisasi, dan Tata 
Laksana yakni Bapak I Nyolman 
Eldianta, S.El. yang didampingi ollelh 
Panitelra Muda Hukum yakni Bapak I 
Madel Arta Jaya Nelgara, S.H., M.H.. 
Dalam amanatnya, belliau 
melnyampaikan visi dan misi, struktur 
olrganisasi, dan telknis pellaksanaan 
praktelk kelrja lapangan di Pelngadilan 
Nelgelri Delnpasar. Untuk melmbantu 
keltelrcapaian tujuan PKL, mahasiswa 
PKL Univelrsitas Pelndidikan Nasiolnal 
melndapat fasilitatolr yang belrtugas 
melmbimbing dan melndampingi 
mahasiswa dalam mellaksanakan 
kelgiatan ini yakni, Ibu Ni Madel 
Olktimandiani, S.H. sellaku Hakim 
Pelmbimbing mahasiswa PKl di 
Pelngadilan Nelgelri Delnpasar. 

Pada pellaksanaanya, mahasiswa 
PKL Univelrsitas Pelndidikan Nasiolnal 
dibagi selcara belrkellolmpolk dan 
mellakukan rollling pada masing-masing 

Kelpanitelraan Muda yang antara lain: 
Kelpanitelraan Muda Pelrdata, 
Kelpanitelraan Muda Pidana, 
Kelpanitelraan Muda Hukum, 
Kelpanitelraan Muda PHI, selrta 
Kelpanitelraan Muda Tipikolr Pelngadilan 
Nelgelri Delnpasar yang dilaksanakan 
seltiap satu minggu selkali. Di dalam 
seltiap ruangan Kelpanitelraan Muda 
Pelngadilan Nelgelri Delnpasar, 
mahasiswa PKL dibelrikan kelgiatan 
antara lain selpelrti melnulis di buku 
relgistelr pelrkara, melngarsipkan belrkas 
pelrkara, mellakukan input di aplikasi 
SIPP, dan selsuai kelbutuhan di 
bidangnya masing-masing. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

  
 Dalam pelngadian ini, akan 

dipaparkan telntang salah satu sistelm 
pellayanan yang diseldiakan ollelh 
Pelngadilan Nelgelri Delnpasar yakni 
telrkait pellayanan hukum telrkait 
pelnyandang disabilitas.  

Pellayanan hukum melrupakan 
tata cara atau prolseldur hukum dalam 
prolsels pelradilan yang diselsuaikan 
delngan kelbutuhan pelnyandang 
disabilitas. Di Pelngadilan Nelgelri 
Delnpasar untuk pelrkara yang belrkaitan 
delngan disabilitas melmang seldikit, 
dalam jangka waktu seltahun bellum 
telntu ada pelrkara pelnyandang 
disabilitas yang masuk kel pelngadilan. 
Akan teltapi, kasus pelnyandang 
disabilitas melnjadi pelrhatian khusus 
bagi pelgawai di Pelngadilan Nelgelri 
Delnpasar, mulai dari standar pellayanan, 
sarana dan prasarana, strukturisasi 
geldung, hingga prolsels pelnanganan 
hukum bagi pelnyandang disabilitas 
yang dilakukan selcara khusus. (Asti, 
2021). 

  Seltellah diratifikasinya 
Colnvelntioln oln thel Rights olf Pelrsolns 
with Disabilitiels (CRPD) dan delngan 
disahkannya Undang-Undang Nolmolr 
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19 Tahun 2011 telntang Kolnvelnsi Hak-
Hak Pelnyandang Disabilitas maka 
dibuatlah pelraturan pelrundang-
undangan yaitu Undang-Undang Nolmolr 
8 Tahun 2016 telntang Pelnyandang 
Disabilitas. Undang-Undang ini tellah 
melngubah cara pandang pelnyandang 
cacat melnjadi pelnyandang disabilitas 
bahwa dalam UU ini pelnyandang 
disabilitas bukan lagi selbagai olbyelk 
hukum teltapi sudah melnjadi subyelk 
hukum. Delngan adanya relgulasi baru 
yang melngatur telntang pellayanan 
hukum bagi pelnyandang disabilitas 
akan melnciptakan pelngadilan yang 
inklusif. Artinya, Mahkamah Agung 
dalam hal ini ingin melnciptakan 
pelngadilan yang ramah telrhadap 
pelnyandang disabilitas. 

 
Upaya-Upaya dalam 

Pelaksanaan Pelayanan Hukum Bagi 
Penyandang Disabilitas di Pengadilan 
Negeri Denpasar 

 Aksels keladilan melrupakan hak 
dasar bagi seltiap manusia, tak telrkelcuali 
pelnyandang disabilitas. Seltiap olrang 
yang melrupakan kellolmpolk relntan 
melmiliki hak untuk melndapatkan 
pelrlakuan dan pelrlindungan lelbih 
belrkaitan delngan kelkhususannya. 
Untuk melmpelrollelh aksels telrhadap 
keladilan, pelnyandang disabilitas 
melmiliki belrbagai hambatan mulai dari 
hambatan fisik, infolrmasi hingga 
kolmunikasi. Maka dari itu, Badan 
Pelradilan Umum harus melmbelrikan 
pellayanan yang ramah, aman dan 
nyaman karelna Undang-Undang Dasar 
Nelgara Relpublik Indolnelsia tellah 
melnjamin pelrlakuan yang sama 
telrhadap selmua warga tanpa 
telrkelcuali.(Irawan & Putri, 2023). 

 Selsuai Surat Kelputusan Direlktur 
Jelndelral Badan Pelradilan Umum 
Nolmolr 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020, 
langkah polsitif yang harus dilakukan 
untuk melmelnuhi hak-hak pelnyandang 

disabilitas adalah delngan melwujudkan 
pelngadilan yang inklusif. Pelngadilan 
inklusif melrupakan pelngadilan yang 
dapat melnjamin pelrsamaan hak para 
pelncari keladilan (Elquality belfolrel thel 
law). Seljalan delngan adanya aturan 
telrselbut, belrdasarkan wawancara yang 
sudah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa Pelngadilan Nelgelri Delnpasar 
sudah melnelrapkan asas Elquality belfolrel 
thel law selhingga pelnyandang disabilitas 
dijamin keldudukannya yang sama 
dihadapan hukum. Pelngadilan Nelgelri 
Delnpasar melngadili selsuai delngan 
hukum dan tidak melmbelda-beldakan 
olrang (noln diskriminatif) selrta 
melnghilangkan selgala belntuk hambatan 
dan rintangan bagi masyarakat untuk 
melmpelrollelh keladilan. Delngan 
keltelrbatasan yang dimiliki pelnyandang 
disabilitas pelngadilan melnyiapkan 
layanan yang selsuai delngan kelbutuhan 
masing-masing supaya pelnyandang 
disabilitas melmiliki kelselmpatan yang 
sama pada saat melngaksels layanan 
pelradilan. Dalam aksels fasilitas yang 
telrseldia, Pelngadilan Nelgelri Delnpasar 
sudah melmelnuhi standar dalam 
pellayanan bagi pelnyandang disabilitas 
selpelrti telrseldianya guilding blolck 
pelnyandang tunaneltra, telrseldianya alat-
alat pelmbantu jalan bagi pelnyandang 
disabilitas fisik, telrseldia nya tolilelt bagi 
pelnyandang difabell, papan infolrmasi 
yang telrpasang dibelbelrapa bagian 
publik di Kantolr Pelngadilan Nelgelri 
Delnpasar selrta telrdapat drolp zolnel yang 
dikhususkan bagi pelnyandang 
disabilitas yang datang. Sellain itu, 
Pelngadilan Nelgelri Delnpasar juga 
melnjalin Kelrjasama delngan Dinas 
Solsial, Dinas Pelndidikan, SLB, 
Olrganisasi Pelnyandang Disabilitas dan 
lain-lain yang dituangkan dalam belntuk 
nolta kelselpahaman / Melmolrandum olf 
Undelrstanding selsuai delngan Pasal 10 
ayat (7) Surat Kelputusan Direlktur 
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Jelndelral Badan Pelradilan Umum 
Nolmolr 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020. 

 

 
Gambar 1:  Wawancara terkait dengan 
sarana dan prasarana disabilitas yang 

disediakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar. 
 

Upaya Pelngadilan Nelgelri 
Delnpasar dalam pelmelnuhan layanan 
hukum juga telrlihat dalam mellayani 
pelnyandang disabilitas, dimulai keltika 
melrelka datang yang langsung dibantu 
ollelh peltugas, kelmudian diarahkan kel 
bagian pellayanan untuk melngaksels 
kelpelrluan pelrsidangan, hingga sampai 
melrelka belrsidang teltap ada 
pelndampingan dari peltugas pelngadilan. 
Hak belrupa pellindungan dari selgala 
telkanan, kelkelrasan, pelnganiayaan, 
diskriminasi, dan/atau pelrampasan atau 
pelngambilalihan hak milik belnar-belnar 
di lakukan ollelh pihak pelngadilan. 
Selpelrti halnya untuk kelnyamanan 
pelnyandang disabilitas, diseldiakan 
ruang khusus dalam seltiap 
pellayanannya. Salah satunya di PTSP 
pelnyandang disabilitas cukup 
belrhadapan delngan satu olrang untuk 
melngurus selgala kelpelrluannya. Belgitu 
juga di ruang sidang atau ditelmpat lain 
keltika pelnyandang disabilitas 
melmbutuhkan pellayanan khusus. 
Pelngadilan juga melnyeldiakan 
pelndamping, dimana pelndamping 
telrselbut bisa didatangkan dari SLB. 
Selsuai delngan keladaan pelnyandang 
disabilitas, pelndamping bisa melrupakan 
ahli bahasa isyarat ataupun dolktelr. Hal 
ini dilakukan untuk melmbelrikan 

dukungan selcara elmolsiolnal, 
melngurangi rasa telrintimidasi atau rasa 
takut dan melmastikan kolmunikasi 
belrjalan delngan baik. 

 
Faktor penghambat dalam 

mengoptimalisasikan pelayanan 
hukum bagi penyandang disabilitas 
di Pengadilan Negeri Denpasar 

 Faktolr kelndala atau pelnghambat 
dalam hal ini melnggunakan indikatolr 
yaitu hasil wawancara yang tellah 
dilakukan, hasilnya adalah kelndala-
kelndala dalam pelnyeldiaan akselsibilitas 
telrselbut adalah faktolr intelrnal yakni 
kurangnya pelmahaman atau dapat 
dikatakan pelgawai selring lupa delngan 
apa yang sudah dipellajari dari pelgawai 
Pelngadilan Nelgelri Delnpasar telrkait 
bahasa isyarat selhingga melnjadi 
kelsulitan dalam mellaksanakan 
pellayanan hukum telrhadap pelnyandang 
disabilitas. Dan faktolr elkstelrnal yaitu 
masih banyaknya pelnyandang 
disabilitas yang kurang melngeltahui 
infolrmasi telrkait pellayanan hukum yang 
ada di Pelngadilan Nelgelri Delnpasar. 

 

 
Gambar 2:  Wawancara terkait dengan 

faktor-faktor penghambat dalam 
pelaksanaan pelayanan hukum bagi 

penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri 
Denpasar 

 
Dalam hal pelngolptimalisasian 

pellaksanaan pellayanan hukum bagi 
pelnyandang disabilitas telntunya pasti 
telrdapat faktolr-faktolr pelnghambat yang 
melnjadi kelndala sellama pellaksaan 
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pellayanan hukum bagi pelnyandang 
disabilitas di Pelngadilan Nelgelri Delnpasar. 
Selsuai delngan tujuan dari Praktelk Kelrja 
Lapangan ini yakni mellaksanakan 
pelngabdian masyarakat maka sollusi yang 
dapat dibelrikan yakni melngolptimalkan 
pellatihan dan pelndidikan delngan 
melningkatkan  pellatihan dan pelndidikan 
telruntuk SDM di Pelngadilan Nelgelri 
Delnpasar yang melmang masih kurang 
telntang bahasa isyarat. Delngan 
pelningkatan pelmahaman yang lelbih baik 
telntang bahasa isyarat, SDM di 
Pelngadilan Nelgelri Delnpasar akan lelbih 
mudah untuk dapat belrkolmunikasi delngan 
olrang-olrang yang melnggunakan bahasa 
isyarat. Sellain itu, pelningkatan dalam hal 
pelmbelrian infolrmasi kelpada masyarakat 
pelrlu dilakukan dan di updatel agar tidak 
ada masyarakat yang telrtinggal delngan 
infolrmasi telrkait pellayanan hukum yang 
ada di Pelngadilan Nelgelri Delnpasar 
khususnya bagi pelnyandang disabilitas 
yang melmang masih kurang dalam 
melndapatkan infolrmasi telrselbut. 
Pelningkatan dalam hal pelmbelrian 
infolrmasi kelpada masyarakat bisa 
dilakukan delngan cara solsialisasi kelpada 
masyarakat khususnya kelpada 
pelnyandang disabilitas. 

 

 
Gambar 3:  Sosialiasi dengan pengunjung 

Pengadilan Negeri Denpasar terkait dengan 
pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas. 

 
 
 
 

SIMPULAN 
 
 Belrdasarkan apa yang sudah 

dipaparkan dalam pelmbahasan diatas, 
maka dapat diambil kelsimpulan selbagai 
bahwa pellayanan publik melrupakan hak 
dasar warga nelgara dan tanggung jawab 
nelgara untuk melmelnuhinya dalam 
rangka kelseltaraan Hak Asasi Manusia 
telrmasuk dalam belntuk fasilitas 
pellayanan publik yang dapat diaksels 
ollelh pelnyandang disabilitas. Pelmelrintah 
tellah melnjamin akselsibilitas telrhadap 
fasilitas publik bagi pelnyandang 
disabilitas yang diatur dalam belbelrapa 
kelbijakan. Pelngadilan Nelgelri Delnpasar 
sudah melnelrapkan asas Elquality belfolrel 
thel law selhingga pelnyandang disabilitas 
dijamin keldudukannya yang sama 
dihadapan hukum. Dalam hal ini upaya 
Pelngadilan Nelgelri Delnpasar dikatakan 
sudah cukup olptimal dalam 
melmbelrikan pellayanan hukum bagi 
pelnyandang disabilitas dalam prolsels 
pelngadilan. Walaupun dikatakan sudah 
cukup olptimal, melngingat tidak selmua 
hal bisa belrjalan selsuai apa yang sudah 
direlncanakan artinya faktolr-faktolr 
pelnghambat pasti akan telrjadi dalam hal 
ini yang melnjadi faktolr pelnghambat di 
Pelngadilan Nelgelri Delnpasar dalam 
pellaksanaan pellayanan hukum bagi 
pelnyandang disabilitas telrdiri atas dua 
faktolr yakni faktolr intelrnal dan faktolr 
elkstelrnal. Namun hal telrselbut tidak 
melnjadi masalah belsar dalam upaya 
pelngolptimalisasian pellayanan hukum 
bagi pelnyandang disabilitas di 
Pelngadilan Nelgelri Delnpasar. 
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